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Program penunjang urusan pemerintahan

daerah kabupaten/ kota
Rp4.060.673.515

Penyediaan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
M. NIZAR S.Sos 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp10.000.000 √

Penyediaan Dokumen

Akuntabilitas Kinerja
M. NIZAR S.Sos 2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Rp12.486.000 √

3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.447.541.251 √ √ √ √

4 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang Disediakan
Rp10.000.000 √

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

Disediakan
Rp99.010.000 √ √

6 Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Rp17.000.000 √ √

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang

Disediakan
Rp8.463.000 √ √ √

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp30.000.000 √ √ √

9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD
Rp239.574.000 √ √ √

10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp5.000.000 √ √

11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Rp135.399.564 √ √ √ √

12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan
Rp796.400.000 √ √ √ √

13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Rp49.999.700 √ √

14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang di Perlihara/di Rehabilitasi
Rp199.800.000 √

Program Pemberdayaan Sosial Rp192.632.000

1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas

Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp10.000.000 √

2 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya

Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp10.000.000 √

3 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja

Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp130.000.000 √ √

4 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan

Kabupaten /Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat

Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp42.632.000 √ √ √

Program rehabilitasi sosial Rp366.163.000

1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan

Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √

2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp25.000.000 √ √

3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan

Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan

Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp25.000.000 √ √
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KET

TARGET KINERJA SASARAN

TW 1

SASARAN 

STRATEGIS
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TW 

1

TW 

2

TW 

3

TW 

4

JUMLAH ANGGARAN 
TW 2

AKSI  / KEGIATAN PROGRAM/ KEGIATAN

1

NO INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat Daerah

TW 3

18

4

TW 4

M. NIZAR S.SosPeningkatan Kinerja Aparatur

Melalui Penyediaan/pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perkantoran

serta Jasa Pelayanan Perkantoran 

Nilai Reformasi

Birokrasi Perangkat

Daerah

NURHABIBI, SEPelaksanaan Pemetaan di Lokasi

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

serta pelaksanaan Bimbingan

Sosial, Monitoring evaluasi

Pemberdayaan KAT

Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

NURHABIBI, SE

Penyediaan Layanan Rehabilitasi

Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

serta Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial

NURHABIBI, SE

66% 88%2 Meningkatnya 

penanganan 

terhadap PPKS

Persentase PPKS

yang tertangani
22% 44%



4 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis

dan Masyarakat

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √ √

5 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,

Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas

Anak

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan

Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat

Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang

Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp45.000.000 √ √

6 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp25.000.000 √ √

7 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan

Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp90.000.000 √ √

Penyediaan Layanan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS

dan NAPZA di Luar Panti Sosial

NURHABIBI, SE 8 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan

Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp56.163.000 √ √ √

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp2.327.489.600

Pelaksanaan Sistem Layanan dan

Rujukan Terpadu
NURHABIBI, SE 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

yang Didata
Rp663.501.000 √ √ √

Dukungan Operasional

Pendamping PKH
NURHABIBI, SE 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir

Miskin Kabupaten/Kota
Rp199.766.600 √ √

Pemberian Bantuan Sembako

kepada Masyarakat miskin yang

terdata dalam DTKS yang belum

menerima Bantuan dari

Pemerintah Pusat 

NURHABIBI, SE 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp1.464.222.000 √

Program Penanganan Bencana Rp210.288.000

Perlindungan Sosial Pada Saat dan

Setelah tanggap Darurat Bencana
NURHABIBI, SE 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari

dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp160.210.000 √

Peningkatan sarana Prasana,

logistik dan SDM TAGANA
NURHABIBI, SE 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna

Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi

dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp50.078.000 √

3,95% 5,92% 7,90% Program pengarustamaan gender dan

pemberdayaan perempuan
Rp150.000.000

Pelaksanaan Advokasi dan

Pendampingan dalam Pelaksanaan

PUG termasuk PPRG pada lembaga

Pemerintah

Desy mustika sandra, S.Sos 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi

Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan

Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan

Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √

Peningkatan Partisipasi Perempuan 

dalam Rangka Pemenuhan

Perempuan dalam berbagai bidang

pembangunan

Desy mustika sandra, S.Sos 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,

Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi

dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan

Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √

Pembinaan Organisasi Perempuan Desy mustika sandra, S.Sos 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

Rp50.000.000 √

Program perlindungan Perempuan Rp414.818.492

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp174.500.000 √

2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan

Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp49.999.992 √

Penyediaan Layanan Rujukan bagi

Perempuan Korban Kekerasan
Dra. KAMISAH, M.Pd.I 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang

Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp88.658.500 √ √

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan

Perlindungan 

Anak

3

Cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan 

penanganan 

pengaduan oleh

petugas terlatih di

dalam Unit

pelayanan terpadu

Persentase 

Partisipasi 

Perempuan 

Dilembaga 

Pemerintah

100%75%50%25%

1,98%

Pencegahan Kekerasan terhadap

Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Desy mustika sandra, S.Sos



Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Desy mustika sandra, S.Sos 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan bagi

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia

Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat

Peningkatan Kapasitas

Rp101.660.000 √

Program pemenuhan hak anak (PHA) Rp126.000.000

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp76.000.000 √ √

2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar

Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √

Program perlindungan Khusus Anak Rp345.033.394

1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp25.000.000 √ √ √ √

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Pendampingan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang

Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota

Rp270.033.394 √ √ √ √

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan bagi

Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Desy mustika sandra, S.Sos 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Lembaga Penyedia

Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Peningkatan Kapasitas Sumber DayaLembaga Penyedia

Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √ √ √

Program pengendalian penduduk Rp168.200.000

1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design

Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand

Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat

Kabupaten/Kota

Rp50.000.000 √

2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian

Lapangan dan Pelayanan KB

Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data

Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Rp118.200.000 √ √ √ √

Program pembinaan keluaraga berencana Rp2.095.125.950

1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program

KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai

Kearifan Budaya

Lokal

Rp150.000.000 √ √ √

2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program

KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan

(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),

dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi

Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Rp123.135.000 √ √ √

3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai

Penyuluhan KKBPK

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan

Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga

Berencana)

Rp433.350.000 √ √ √ √

4 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Rp80.000.000 √ √

5 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional

PKB/PLKB

Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang

Tersedia
Rp134.418.950 √ √ √

6 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan

(IMP)

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Rp452.600.000 √ √ √ √

7 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya

Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan

Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Rp13.500.000 √ √

8 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Rp272.422.000 √ √ √

Terkendalinya 

Pertumbuhan 

Penduduk

4

TARMIZI, SE, M.IPMeningkatkan Angka Pemakaian

Kontrasepsi/CPR dengan fokus

Sosialisasi, Penyaluran ALKON,

penyuluhan dan Pembinaan

Desy mustika sandra, S.SosPenguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

Dra. KAMISAH, M.Pd.IPenyediaan layanan Pengaduan

Bagi Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus yang

memerlukan Koordinasi

TARMIZI, SE, M.IPPenguatan kebijakan pengendalian

Penduduk

2,181,09Menurunkan Angka

Kelahiran 

Total/Total Fertility

Rate ( TFR )



9 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Rp23.700.000 √

10 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di

Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan

Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di

Kampung KB

Rp412.000.000 √ √ √ √

Program Pemberdayaan dan Peningkatan

Keluarga Sejahtera (KS)
Rp2.176.100.000

1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat

Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina

Keluarga Lansia (BKL), Unit

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk

Rp150.000.000 √

2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Rp360.000.000 √

3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan

Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Rp1.556.100.000 √ √ √ √

4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi

Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,

Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan

Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,

Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Rp30.000.000 √

5 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Rp80.000.000 √ √

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Plt.KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

NIP. 19800401 200012 1 001

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

SUKRI, SE

PEMBINA / (IV.a)

TARMIZI, SE, M.IPPelaksanaan Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga


